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Abstrak
 

Hibah mengenai benda tidak bergerak seperti tanah harus dinyatakan dalam bentuk akta yang dibuat oleh

pejabat yang berwenang dan didaftarkan pemindahan haknya. PPAT bewenang dalam pembuatan akta hibah

sebagai alat bukti yang secara sah menyatakan telah dilakukannya perbuatan hukum hibah mengenai suatu

hak atas tanah. Hibah merupakan pemberian secara sukarela yang dilakukan dengan cuma-cuma dan tidak

memuat syarat maka tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Akan tetapi, hibah dapat diberlakukan suatu

kebatalan jika ada cacat yuridis yang mengakibatkan perbuatan hukumnya menjadi tidak berlaku.

Permasalahan dalam tesis ini adalah status hukum akta hibah yang memuat syarat dan tanggung jawab

PPAT terhadap akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif

dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu status hukum akta hibah yang

memuat syarat adalah batal demi hukum sehingga kembali pada keadaan semula atau berlaku surut (ex

tunc). Hal ini karena hibah yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang maka tidak memenuhi

syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebab yang halal. PPAT

yang membuat Akta Hibah harus bertanggungjawab karena secara materiil akta tersebut bertentangan

dengan undang-undang.

......Grants regarding immovable objects such as land must be stated in the form of a deed made by an

authorized official and registered for the transfer of rights. PPAT has the authority to make a grant deed as

evidence that legally states that a legal grant act has been carried out regarding a land right. A grant is a

voluntary gift made free of charge and does not contain conditions, so it cannot be revoked or withdrawn.

However, a grant can be canceled if a juridical defect causes the legal action to become invalid. The

problem with this thesis is the legal status of the grant deed, which contains the terms and responsibilities

PPAT had to the deed he had made. This study uses a normative juridical research method with explanatory

and prescriptive research types. The type of data used in this research is secondary data, which is analyzed

qualitatively. The results obtained are the legal status of the grant deed, which contains the condition that it

is null and void so that it returns to its original state or applies retroactively (ex tunc). This is because the

grant made is contrary to the law, so it does not meet the objective requirements of the agreement's validity

according to Article 1320 of the Civil Code, which is a legal cause. The PPAT who made the Deed of Grant

must be responsible because materially, the deed is contrary to the law.
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